LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NOMOR :
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM
1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum
3. Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum;

Cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang perencanaan teknis; bina marga; pengairan; bangunan dan

penyehatan lingkungan; bidang alat berat dan laboratorium; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya dilingkungan Dinas;

d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;

e. pengendalian dan pengawasan pasca penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;

f.  pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;

g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum;

i.  penerbitan rekomendasi untuk usulan penetapan status jalan desa dari pemerintah desa kepada Bupati;

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

|.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
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